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RINGKASAN 

Politik uang adalah perbuatan yang dilarang oleh konstitusi. Salah satu aturan yang 

mengatur larangan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 

Huruf J, yang menyatakan bahwa "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu 

dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta 

kampanye pemilu". Penelitian ini akan mengkaji masalah terkait kewenangan 

Bawaslu dalam mengungkap praktik politik uang selama pemilihan kepala daerah, 

serta dampak politik uang terhadap demokrasi lokal di masyarakat. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam membuktikan praktik 

politik uang pada pemilihan kepala daerah serta menguraikan dampak politik uang 

terhadap demokrasi lokal di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang 

dan konseptual, untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam pembuktian politik uang pada 

pemilihan kepala daerah terbatas pada pemberian bimbingan teknis di lapangan, 

yang meliputi proses perencanaan, deklarasi, dan pematangan kepada masyarakat. 

Upaya pencegahan politik uang oleh Bawaslu dilakukan melalui beberapa langkah: 

pertama, dengan memberikan pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan partisipatif; 

kedua, melalui pengawasan kampanye; ketiga, dengan menerima pelaporan dan 

pengaduan; keempat, melalui penyelidikan dan penegakan hukum; dan kelima, 

dengan menjatuhkan sanksi serta hukuman yang dilaksanakan oleh Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pengaruh politik uang terhadap 

demokrasi lokal di masyarakat terlihat dari berkurangnya penghargaan terhadap 

nilai-nilai demokrasi, di mana masyarakat Kabupaten memilih kepala daerah hanya 

berdasarkan uang yang mereka terima. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat 

merumuskan regulasi yang efektif untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku 

politik uang. Selain itu, masyarakat perlu menyadari bahwa politik uang merusak 

nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah keuntungan. 

Kata Kunci: Praktik Politik Uang, Demokrasi, Bawaslu 
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ABSTRACT 

Money politics is an act prohibited by the constitution. One of the rules governing 

this prohibition is contained in Law No. 7 of 2017 Article 280 Letter J, which states 

that "implementers, participants, and election campaign teams are prohibited from 

promising or giving money or other materials to election campaign participants". 

This study will examine the issues related to Bawaslu's authority in exposing money 

politics practices during regional head elections, as well as the impact of money 

politics on local democracy in society. This study aims to explain Bawaslu's 

authority in proving money politics practices in regional head elections and to 

describe the impact of money politics on local democracy in society. The research 

method used in this study is the normative legal method, with a statutory and 

conceptual approach, to answer the problems studied. The results of the study 

indicate that Bawaslu's authority in proving money politics in regional head 

elections is limited to providing technical guidance in the field, which includes the 

planning, declaration, and maturation process to the community. Efforts to prevent 

money politics by Bawaslu are carried out through several steps: first, by providing 

education, socialization, and participatory supervision; second, through campaign 

supervision; third, by receiving reports and complaints; fourth, through 

investigation and law enforcement. and fifth, by imposing sanctions and 

punishments carried out by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). 

The influence of money politics on local democracy in society can be seen from the 

decreasing appreciation for democratic values, where the Regency community 

elects regional heads only based on the money they receive. It is hoped that the 

Indonesian Government can formulate effective regulations to create a deterrent 

effect for perpetrators of money politics. In addition, the public needs to realize that 

money politics damages democratic values and should not be considered an 

advantage. 

Keywords: Money Politics Practices, Democracy, Election Supervisory Body  
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MOTTO 

‘’Hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan’’ 
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